
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 56 ta{uN 2023

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT ORGANISASI

BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat

(3) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yograkarta Nomor

110 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan

Organisasi, T\rgas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana

Teknis pada Dinas Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan

Gubernur tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan

Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit

Jiwa Grhasia pada Dinas Kesehatan;

Mengingat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3),

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan

Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955

Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 827);
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3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang

Keistimewaan Daerah Istimewa Yograkarta (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 170,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5339);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang

Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950

tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor

10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa

Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950

tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 72 TaLrun 2019 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 20 16

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 187, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4

5

6



?0 z0 8tl

r r ilil ilt ilil lll lilfl ilillllll lll
Alo qBlulrtulcd



7 Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa

Yograkarta Nomor 1 Tahun 2Ol8 tentang Kelembagaan

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yograkarta

(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yograkarta Tahun

2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah

Istimewa Yograkarta Nomor 7), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah

Istimewa Yograkarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah

Istimewa Yograkarta Nomor 1 Tahun 2078 tentang

Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa

Yograkarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa

Yograkarta Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan

Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yograkarta Nomor

12);

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yograkarta

Nomor i 10 Tahun 2022 tentang Pembentukan,

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja

Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan, (Berita

Daerah Daerah Istimewa Yograkarta Tahun 2022

Nomor 111);

MEMUTUSKAN

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN,

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA

KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS

KESEHATAN, PERLU MENETAPKAN PERATURAN

GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,

FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT ORGANISASI BERSIFAT

KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA PADA DINAS

KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

8

Menetapkan

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan,:
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1. Rumah Sakit Jiwa Grhasia yang selanjutnya disebut

Rumah Sakit adalah unit organisasi bersifat khusus.

2. Rumah Sakit adalah unit organisasi bersifat khusus.

Daerah Istimewa Yograkarta yang selanjutnya disingkat

DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai

keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

3. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut

Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan

perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah.

4. Dinas adaiah Dinas Kesehatan.

5. Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya

disebut UOBK adalah Unit Organisasi yang memiliki

otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik

daerah serta bidang kepegawaian di lingkungan Dinas.

6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit.

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya

disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelola

Keuangan dan Aset DIY yang mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara

umum daerah

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) Susunan organisasi Rumah Sakit, terdiri atas:

a. Direktur;

b. Wakil Direktur Administrasi dan Sumber Daya,

terdiri atas:

1. Bagian Program, Keuangan, Data dan Teknologi

Informasi, terdiri atas:
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a) Subbagian Program;

b) Subbagian Keuangan; dan

c) Subbagian Data dan Teknologi Informasi.

2. Bagian Umum dan Pengembangan Sumber Daya,

terdiri atas:

a) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;

b) Subbagian Hukum dan Hubungan

Masyarakat; dan

c) Subbagian Administrasi dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia.

c. Wakil Direktur Pelayanan, terdiri atas:

1. Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan,

terdiri atas:

a) Seksi Pelayanan Medik; dan

b) Seksi Pelayanan Keperawatan.

2. Bidang Pengembangan Mutu dan Pelayanan,

terdiri atas:

a) Seksi Pengembangan Pelayanan; dan

b) Seksi Standarisasi dan Mutu Pelayanan.

3. Bidang Pelayanan Penunjang dan Sarana, terdiri

atas:

a) Seksi Pelayanan Penunjang dan Sarana

Medik; dan

b) Seksi Pelayanan Penunjang dan Sarana Non

Medik.

(21 Bagan susunan organisasi Rumah Sakit sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI
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Pasai 3

(1) Rumah Sakit mempunyai tugas menyeienggarakan

pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna,

bermutu dan menjamin keselamatan pasien,

khususnya pelayanan kesehatan jiwa dan adiksi, serta

pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Rumah Sakit mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja Rumah Sakit;

b. penetapan kebijakan penyelenggaraan Rumah Sakit

sesuai dengan kewenangannya;

c. penyelenggaraan pelayanan pengobatart, perawatan

dan rehabilitasi khususnya kesehatan jiwa dan

adiksi, serta pelayanan kesehatan lainnya mengacu

pada standar pelayanan Rumah Sakit;

d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk
meningkatkan kompetensi sumber daya manusia,

serta penelitian dan pengembangan di bidang

kesehatan jiwa, dan adiksi, serta kesehatan lainnya

baik untuk sumber daya manusia rumah sakit

maupun luar rumah sakit;

e. penyelenggaraan penapisan teknologi di bidang

kesehatan jiwa, dan adiksi, serta kesehatan lainnya;

f. penyeienggaraan tata keloia rumah sakit di bidang

keuangan, barang inventaris, dan sumber daya

manusia;

g. penyelenggaraan tata kelola klinis;

h. penyelenggaraan pemantallan, pengendalian, dan

evaluasi program kerja rumah sakit;

i. fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Rumah

Sakit;

j. fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis

Rumah Sakit;

1



a0 e0 8tl

r r ilil ill ililr ill llllll llll ll llll lll
Al( q8fulmued



k. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi

yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik dalam lingkup Rumah Sakit;

1. pen5rusunan laporan kinerja Rumah Sakit; dan

m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Rumah

Sakit.

Pasal 4

(1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1) huruf a bertanggungjawab terhadap pengelolaan

keuangan dan barang kepada Gubernur melalui

PPKD.

(2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a bertanggungjawab terhadap pengelolaan

kepegawaian kepada Gubernur melalui perangkat

daerah yang melaksanakan urusan kepegawaian.

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Kepala

Dinas sebagai laporan.

(4) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan tugas

dan fungsi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3.

Pasal 5

(1) Wakil Direktur Administrasi dan Sumber Daya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf
b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Direktur.

(2) Wakil Direktur Administrasi dan Sumber Daya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh

Wakil Direktur.
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Pasal 6

(1) Wakil Direktur Administrasi dan Sumber Daya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai

tugas melaksanakan penyusunan program,

pengelolaan keuangan, data, dan teknologi informasi,

ketatausahaart, kerumahtanggaan, hukum,

kehumasan, serta pengembangan sumber daya.

(21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) Wakil Direktur Administrasi dan

Sumber Daya mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja;

b. pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan

kebijakan teknis urusan administrasi dan sumber

daya;

c. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program

kerja rumah sakit;

d. pengelolaan keuangan rumah sakit;

e. pengelolaan data dan pengembangan teknologi

informasi;

f. pelaksanaan koordinasi fasilitasi urusan

ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum dan

kehumasan;

g. pelaksanaan koordinasi fasilitasi urusan

administrasi dan pengembangan sumber daya

manusia;

h. pelaksanaan koordinasi tindak lanjut hasil

pemeriksaan;

i. pemantauan dan evaluasi di bidang administrasi

dan sumber daya;

j. pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan

kinerja rumah sakit; dan

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Direktur sesuai dengan tugas dan fungsi Rumah

Sakit.
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Pasal 7

(1) Bagian Program, Keuangan, Data, dan Teknologi

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1) huruf b angka 1 berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Wakil Direktur

Administrasi dan Sumber Daya.

(21 Bagi.an Program, Keuangan, Data dan Teknologi

Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipimpin oleh Kepala Bagian.

Pasal 8

(1) Bagian Program, Keuangan, Data, dan Teknologi

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

mempunyai tugas pen5rusunan program, pengelolaan

keuangan, data dan teknologi informasi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) Bagian Program, Keuangan, Data, dan

Teknologi Informasi mempunyai fungsi:

a. pen5rusunan program kerja Bagian Program,

Keuangan, Data, dan Teknologi Informasi;

b. penyiapan bahan kebijakan teknis Bagian

Program, Keuangan, Data, dan Teknologi

Informasi;

c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan

rencana pengembangan Rumah Sakit;

d. pengelolaan data dan pengembangan teknologi

informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam

lingkup Rumah Sakit;

e. pemantauan dan evaluasi program kerja Bagian

Program, Keuangan, Data, dan Teknologi

Informasi;

f. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, evaluasi, dan

pen5rusunan laporan kegiatan Bagian Program,

Keuangan, Data, dan Teknologi Informasi; dan
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g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsi Rumah Sakit.

Pasal 9

(1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1 butir a)

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Bagian Program, Keuangan, Data, dan

Teknologi Informasi.

(2) Subbagian Program sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 1O

(1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 mempunyai tugas mengkoordinasikan

kebijakan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan

pelaporan kinerja rumah sakit.

(21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) Subbagian Program mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja Subbagian Program;

b. penyiapan bahan kebijakan teknis pelaksanaan

penyusunan perencanaan, monitoring dan

evaluasi program, serta kegiatan Rumah Sakit;

c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan

Rencana Strategi, Master Plan Rumah Sakit,

Rencana Strategis Bisnis;

d. pengelolaan Rencana Bisnis Anggaran Rumah

Sakit;

e. pemantallan, evaluasi, dan penyusunan laporan

kegiatan Subbagian Program dan Rumah Sakit;

dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsi Rumah Sakit.

iia.-
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Pasal 1 1

(1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1 butir b)

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Bagian Program, Keuangan, Data, dan

Teknologi Informasi.

(2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 12

(1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasai 11 mempunyai tugas melaksanakan

pengeloiaan keuangan Rumah Sakit.

{21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai

fungsi:

a. penyusunan program kerja Subbagian Keuangan;

b. penyiapan bahan kebijakan teknis urusan

keuangan termasuk investasi jangka pendek

Rumah Sakit;

c. pengeiolaan pendapatan Rumah Sakit;

d. pengelolaan keuangan Rumah Sakit;

e. pelaksanaan perbendaharaan keuangan Rumah

Sakit;

f. pelaksanaan penatausahaan keuangan Rumah

Sakit;

g. pelaksanaan akuntansi keuangan Rumah Sakit;

h. pengelolaan jaminan kesehatan;

i. pemantallan, evaluasi, dan penyusunan laporan

kegiatan Subbagian Keuangan;

j. penyusunan laporan pertanggungjawaban

keuangan Rumah Sakit; dan

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsi Rumah Sakit.
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Pasal 13

(1) Subbagian Data dan Teknologi Informasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf

b angka 1 butir c) berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Program,

Keuangan, Data, dan Teknologi Informasi.

(2) Subbagian Data dan Teknologi Informasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh

Kepala Subbagian.

Pasal 14

(1) Subbagian Data dan Teknologi Informasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai

tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi

serta pengelolaan sarana dan prasarana teknologi

informasi Rumah Sakit.

(21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) Subbagian Data dan Teknologi

Informasi mempunyai fungsi:

a. pen)rusunan program kerja Subbagian Data dan

Teknologi Informasi;

b. penyiapan bahan kebijakan teknis pengelolaan

data dan teknologi informasi;

c. penyiapan bahan rumusan pengembangan

teknologi informasi Rumah Sakit;

d. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana

teknologi informasi Rumah Sakit;

e. pengelolaan data dan pengembangan teknologi

informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam

lingkup Rumah Sakit;

f. pengelolaan laman (website)Rumah Sakit;

g. pemantauan dan evaluasi pemanfaatan sistem

informasi Rumah Sakit;
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h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan

kegiatan Subbagian Data dan Teknologi Informasi;

dan

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsi Rumah Sakit.

Pasal 16

(1) Bagian Umum dan Pengembangan Sumber Daya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai

tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan,

kerumahtanggaan, hukum, hubungan masyarakat,

serta administrasi dan pengembangan sumber daya

manusla.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Bagian Umum dan Pengembangan

Sumber Daya mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja Bagian Umum dan

Pengembangan Sumber Daya;

b. penyiapan bahan kebijakan teknis urusan umum

dan pengembangan sumber daya;

c. pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan

penyelenggaraan ketatausahaan,

kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kearsipan,

dan kepustakaan;

Pasal 15

(1) Bagian Umum dan Pengembangan Sumber Daya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf
b angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab kepada Wakil Direktur Administrasi dan

Sumber Daya.

(2) Bagian Umum dan Pengembangan Sumber Daya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh

Kepala Bagian.

I
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d. pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan

penyelenggaraan hukum, hubungan masyarakat

dan kemitraan;

e. pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan

penyelenggaraan administrasi dan pengembangan

sumber daya manusia;

f. penyiapan bahan fasilitasi pembinaan reformasi

birokrasi Rumah Sakit;

g. penyiapan bahan fasilitasi pen5rusunan kebijakan

proses bisnis Rumah Sakit;

h. pemantauan, evaluasi, dan penyrrsunan laporan

kegiatan Bagian Umum dan Pengembangan

Sumber Daya; dan

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsi Rumah Sakit.

Pasal 17

(1) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf

b angka 2 butir a) berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab Kepala Bagian Umum dan

Pengembangan Sumber Daya.

(21 Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh

Kepala Subbagian.

Pasal 18

(1) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai

tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, dan

pengelolaan kerumahtanggaan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha dan Rumah

Tangga mempunyai fungsi:

a. pen1rusunan program keda Subbagian Tata Usaha

dan Rumah Tangga; :
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b. penyiapan bahan kebijakan teknis urusan tata

usaha dan Rumah Tangga;

c. pengadministrasian surat-men5rurat dan tata

naskah dinas;

d. pengelolaan kearsipan dan kepustakaan Rumah

Sakit;

e. penyelenggaraan kerumahtanggaan Rumah Sakit;

f. pengelolaan barang;

g. penyiapan bahan fasilitasi reformasi birokrasi

Rumah Sakit;

h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan

kegiatan Subbagian Tata Usaha dan Rumah

Tangga; dan

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsi Rumah Sakit.

Pasal 19

(1) Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf
b angka 2 butir b) berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum dan

Pengembangan Sumber Daya.

(2) Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh

Kepala Subbagian.

Pasal 20

(1) Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai

tugas meiaksanakan pengelolaan urusan hukum,

hubungan masyarakat, dan kemitraan rumah sakit.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) Subbagian Hukum dan Hubungan

Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
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a. pen5rusunan program kerja Subbagian Hukum

dan Hubungan Masyarakat;

b. penyiapan bahan kebijakan teknis urusan hukum

dan humas;

c. pelaksanaan koordinasi penyusunan dan

pelaksanaan code of conducl Rumah Sakit;

d. pelaksanaan telaah di bidang hukum;

e. peiaksanaan koordinasi penyusunan produk

hukum;

f. pelaksanaan koordinasi penyelesaian sengketa

hukum;

g. pelaksanaan penyusunan dan penyelesaian

naskah perjanjian kerja sama;

h. penyelenggaraan sosialisasi peraturan perundang-

undangan;

i. pelaksanaan penyelenggaraan kehumasan Rumah

Sakit;

j. penyelenggaraan protokoler Rumah Sakit;

k. pengelolaan pemasaran Rumah Sakit;

1. penyelenggaraan pengelolaan informasi dan

dokumentasi rumah sakit;

m. pengelolaan keluhan pelanggan rumah sakit;

n. pengelolaan media sosial rumah sakit;

o. pemantatlan, evaluasi, dan penyusunan laporan

kegiatan Subbagian Hukum dan Hubungan

Masyarakat; dan

p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsi Rumah Sakit

Pasal 21

(1) Subbagian Administrasi dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (1) huruf b angka 2 butir c) berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian 
.

Umum dan Pengembangan Sumber Daya. .'
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(2) Subbagian Administrasi dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 22

(1) Subbagian Administrasi dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2l mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan

administrasi dan pengembangan sumber daya

manusia, serta penyelenggaraan pendidikan,

pelatihan, dan penelitian.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Subbagian Administrasi dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai

fungsi:

a. penJrusunan program kerja Subbagian

Administrasi dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia;

b. penyiapan bahan kebijakan teknis urusan

Administrasi dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia;

c. pengelolaan kepegawaian Rumah Sakit;

d. penyiapan bahan pemberian reward dan

punishment Sumber Daya Manusia Rumah Sakit;

e. pengelolaan peningkatan kapabilitas Sumber

Daya Manusia Rumah Sakit;

f. penyiapan bahan pembinaan Sumber Daya

Manusia Rumah Sakit;

g. penyiapan bahan mutasi Sumber Daya Manusia

Rumah Sakit;

h. pengelolaan fasilitasi praktik klinik, studi banding,

dan magang di rumah sakit;

i. pengelolaan penelitian internal dan eksternal

Rumah Sakit;
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j. pemantarlan, evaluasi, dan penyusunan laporan

kegiatan Subbagian Administrasi dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsi Rumah Sakit.

Pasal 23

(1) Wakil Direktur Pelayananan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

(2) Wakil Direktur Pelayanan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dipimpin oleh Wakil Direktur.

Pasal 24

(1) Wakil Direktur Pelayanan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 23 mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan Pelayanan Medik dan Keperawatan,

Pengembangan Mutu dan Pelayanan, serta Pelayanan

Penunjang dan Sarana.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) Wakil Direktur Pelayanan mempunyai

fungsi:

a. pen5rusunan program kerja pelayanan medik dan

keperawatan, pengembangan dan mutu pelayanan

serta pelayanan penunjang dan sarana;

b. pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan

perumusan kebijakan teknis urusan pelayanan

medik dan keperawatan, pengembangan mutu dan

pelayanan serta pelayanan penunjang dan sarana;

c. penyelenggaraan koordinasi fasilitasi pelayanan

medik dan keperawatan pada pelayanan gawat

darurat, rawat jalan, rawat inap, dan pelayanan

pendukung;

d. penyelenggaraan koordinasi fasilitasi

pengembangan mutu dan pelayanan;
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e. penyelenggaraan koordinasi fasilitasi pelayanan

penunjang dan sarana;

f. pemantallan, evaluasi, dan penyusunan laporan

kegiatan pelayanan medik dan keperawatan,

pengembangan mutu dan pelayanan serta

pelayanan penunjang dan sarana; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsi Rumah Sakit.

Pasal 25

(1) Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf

c angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.

(21 Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh

Kepala Bidang.

Pasal 26

(1) Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mempunyai

tugas melaksanakan fasilitasi dan peningkatan

pelayanan medik dan keperawatan gawat darurat,

rawat jalan, rawat inap, dan pelayanan pendukung.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) Bidang Pelayanan Medik dan

Keperawatan mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja Bidang Pelayanan

Medik dan Keperawatan;

b. penyiapan bahan kebijakan teknis urusan

pelayanan medik dan keperawatan gawat darurat,

rawat jalan, rawat inap, dan pelayanan

pendukung;

c. pelaksanaan fasilitasi pelayanan gawat darurat,

rawat jalan, rawat inap, dan pelayanan

pendukung;
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d. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan

kegiatan pelayanan medik dan keperawatan gawat

darurat, rawat jalan, rawat inap, dan pelayanan

pendukung;

e. penyusunan laporan kegiatan Bidang Pelayanan

Medik; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsi Rumah Sakit.

Pasal 27

(1) Seksi Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 1 butir a)

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Bidang Pelayanan Medik dan

Keperawatan.

(2) Seksi Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 28

(1) Seksi Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27 mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi

kebutuhan tenaga, sarana, dan prasarana yang

diperlukan untuk pelayanan medik;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) Seksi Pelayanan Medik mempunyai

fungsi:

a. pen5rusunan program kerja Seksi Pelayanan

Medik;

b. penyiapan bahan kebijakan teknis urusan

pelayanan medik;

c. pengaturan tenaga, sarana, dan prasarana

pelayanan medik gawat darurat, rawat jalan,

rawat inap, dan pelayanan pendukung;
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d. pelaksanaan promosi edukasi kesehatan dan

pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan,

khususnya kesehatan jiwa dan narkotika,

psikotropika, dan zat adiktif;

e. pelaksanaan fasilitasi pelayanan medik gawat

darurat, rawat jalan, rawat inap, dan pelayanan

pendukung;

f. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan

pelayanan medik pada pelayanan gawat darurat,

rawat jalan, rawat inap, dan pelayanan

pendukung;

g. penyusunan laporan kegiatan Seksi Pelayanan

Medik; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsi Rumah Sakit.

Pasal 29

(1) Seksi Pelayanan Keperawatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (l) huruf c angka 1

butir b) berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medik dan

Keperawatan.

{21 Seksi Pelayanan Keperawatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 30

(1) Seksi Pelayanan Keperawatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 29 mempunyai tugas

melaksanakan fasilitasi kebutuhan tenaga, sarana,

dan prasarana yang diperlukan untuk pelayanan

keperawatan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) Seksi Pelayanan Keperawatan

mempunyai fungsi:
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a. penyusunan program kerja Seksi Fasilitasi

Pelayanan Keperawatan;

b. penyiapan bahan kebijakan teknis urusan

fasilitasi pelayanan keperawatan;

c. pengaturan tenaga, sarana, dan prasarana

pelayanan keperawatan gawat darurat, rawat

jalan, rawat inap, dan pelayanan pendukung;

d. pelaksanaan promosi edukasi kesehatan dan

pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan,

khususnya kesehatan jiwa dan narkotika,

psikotropika, dan zat adiktif;

e. pelaksanaan fasilitasi pelayanan keperawatan

gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, dan

pelayanan pendukung;

f. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan

pelayanan keperawatan pada pelayanan gawat

darurat, rawat jalan, rawat inap, dan pelayanan

pendukung;

g. pen1rusunan laporan kegiatan Seksi Pelayanan

Keperawatan; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsi Rumah Sakit.

Pasai 31

(1) Bidang Pengembangan Mutu dan Pelayanan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf
c angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.

(2) Bidang Pengembangan Mutu dan Pelayanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh

Kepala Bidang.

?

'ri
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Pasal 32

(1) Bidang Pengembangan Mutu dan Pelayanan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mempunyai

tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu dan

pengembangan pelayanan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (i), Bidang Pengembangan Mutu dan

Pelayanan mempunyai fungsi:

a. pen)rusunan program kerja Bidang Pengembangan

Mutu dan Pelayanan;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis

urusan pengembangan pelayanan dan standarisasi

mutu pelayanan;

c. penyusunan telaah dan kajian pengembangan

pelayanan dan standarisasi mutu pelayanan;

d. penyelenggaraan inovasi pelayanan dan

pemutakhiran standar pelayanan;

e. penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan

pengembangan pelayanan dan standarisasi mutu
pelayanan;

f. pemantauan dan evaluasi pengembangan

pelayanan dan standarisasi mutu pelayanan;

g. penyusunan laporan kerja Bidang Pengembangan

Mutu dan Pelayanan; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsi Rumah Sakit.

Pasal 33

(1) Seksi Pengembangan Pelayanan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (l) huruf c angka 2

butir a) berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Mutu

dan Pelayanan.

(2) Seksi Pengembangan Pelayanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

^:i:.
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Pasal 34

(1) Seksi Pengembangan Pelayanan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 33 mempunyai tugas

pengelolaan pengembangan pelayanan berdasarkan

kebutuhan masyarakat dalam pelayanan

perumahsakitan.

{2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Seksi Pengembangan Pelayanan

mempunyai fungsi:

a. pen1rusunan program kerja Seksi Pengembangan

Pelayanan;

b. penyiapan bahan kebijakan teknis urusan

pengembangan layanan;

c. pelaksanaan identifikasi dan telaah rencana

pengembangan layanan;

d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi rencana

kebutuhan pengembangan layanan;

e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi

penyelenggaraan pengembangan layanan;

f. penyusunan laporan kegiatan Seksi

Pengembangan Pelayanan; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsi Rumah Sakit.

Pasal 35

(1) Seksi Standarisasi dan Mutu Pelayanan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (l) huruf c angka 2

butir b) berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Mutu

dan Pelayanan.

{21 Seksi Standarisasi dan Mutu Pelayanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

.3 | .

!
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Pasal 36

(1) Seksi Standarisasi dan Mutu Pelayanan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 35 mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan terhadap standar dan

mutu pelayanan Rumah Sakit sebagaimana diatur

dalam peraturan perundangan-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Seksi Standarisasi dan Mutu

Pelayanan mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja Seksi Standarisasi dan

Mutu Pelayanan;

b. penyiapan bahan kebijakan teknis urusan

standarisasi dan mutu pelayanan;

c. pelaksanaan fasilitasi penyusunan standarisasi

dan pedoman pelayanan;

d. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan penilaian

mutu rumah sakit sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan;

e. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan

penilaian mutu pelayanan melalui survei

kepuasan masyarakat dan instrumen lain;

f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi

kredensialing;

g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi

penyelenggaraan standarisasi dan mutu
pelayanan;

h. penyusunan laporan kegiatan Seksi Standarisasi

dan Mutu Pelayanan; dan

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsi Rumah Sakit.

Pasal 37

(1) Bidang Pelayanan Penunjang dan Sarana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf
c angka 3 berkedudukan di bawah dan

jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.

bert4nggung
j, i]
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(2\ Bidang Pelayanan Penunjang dan Sarana

sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dipimpin oieh

Kepala Bidang.

Pasal 38

(1) Bidang Pelayanan Penunjang dan Sarana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 mempunyai

tugas melaksanakan fasilitasi dan peningkatan

pelayanan penunjang dan sarana medik dan non

medik.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Bidang Pelayanan Penunjang dan

Sarana mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja Bidang Pelayanan

Penunjang dan Sarana;

b. penyiapan bahan kebijakan teknis urusan

pelayanan penunjang dan sarana;

c. pelaksanaan fasilitasi, pengembangan, dan

peningkatan mutu Bidang Pelayanan Penunjang

dan Sarana;

d. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan

kegiatan Bidang Penunjang dan Sarana; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsi Rumah Sakit.

Pasal 39

(1) Seksi Pelayanan Penunjang dan Sarana Medik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf
c angka 3 butir a) berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan

Penunjang dan Sarana.

(2) Seksi Pelayanan Penunjang dan Sarana Medik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh

Kepala Seksi.

.i
1!
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Pasal 40

(1) Seksi Pelayanan Penunjang dan Sarana Medik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 mempunyai

tugas melaksanakan fasilitasi pelayanan penunjang

dan sarana medik Rumah Sakit.

(21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Seksi Pelayanan Penunjang dan Sarana

Medik mempunyai fungsi:

a. pen1rusunan program kerja Seksi Pelayanan

Penunjang dan Sarana Medik;

b. penyiapan bahan kebijakan teknis urusan

penunjang dan sarana medik;

c. pelaksanaan fasilitasi pelayanan penunjang medik

meliputi pelayanan farmasi, radiologi,

laboratorium, pelayanan darah, rehabilitasi medik

dan pelayanan gizi, dan pelayanan lainnya sesuai

kebutuhan rumah sakit;

d. pelaksanaan fasilitasi pemenuhan sediaan

farmasi, alat kesehatan, Bahan Medis Habis Pakai

(BMHP), dan bahan makan sesuai kebutuhan
pelayanan;

e. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan

pelayanan penunjang dan sarana medik rumah

sakit;

f. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan

kegiatan Seksi Pelayanan Penunjang dan Sarana

Medik; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsi Rumah Sakit.

Pasal 41

(1) Seksi Pelayanan Penunjang dan Sarana Non Medik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf
c angka 3 butir b) berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan

Penunjang dan Sarana. 
i

i
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(2) Seksi Peiayanan Penunjang dan Sarana Non Medik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh

Kepala Seksi.

Pasal 42

(1) Seksi Pelayanan Penunjang dan Sarana Non Medik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 mernpunyai

tugas melaksanakan fasilitasi pelayanan penunjang

dan sarana non medik rumah sakit.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Seksi Pelayanan Penunjang dan Sarana

Non Medik mempunyai fungsi:

a. pen1rusunan program kerja Seksi Pelayanan

Penunjang dan Sarana Non Medik;

b. penyiapan bahan kebijakan teknis urusan
penunjang dan sarana non medik;

c. pelaksanaan fasilitasi pelayanan penunjang dan

sarana non medik meliputi fasilitasi pelayanan

pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit,

kesehatan lingkunganlsanitasi, keselamatan dan

kesehatan kerja Rumah Sakit, pemeliharaan linen
(laundry), sterilisasi sentral (central sterile supply

department), rekam medik, dan pemulasaraan

jenazah, dan pelayanan non medik lainnya sesuai

kebutuhan rumah sakit;

d. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan

pelayanan penunjang dan sarana non medik

rumah sakit;

e. pemantallan, evaluasi, dan penyusunan laporan

kegiatan Seksi Pelayanan Penunjang dan Sarana

Non Medik; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsi Rumah Sakit.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
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Pasal 43

Di lingkungan Rumah Sakit ditetapkan jabatan fungsional

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (l) huruf d
sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 44

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 43 mempunyai tugas

melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya

masing-masing.

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat

bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja

untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja

organisasi.

(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri
atas:

a. ketua tim; dan

b. anggota tim.

(4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan

oleh pimpinan unit organisasi dengan

memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai

dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.

(5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan

pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas

dan penugasan kelompok jabatan fungsional

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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Pasal 45

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 44 terdiri atas berbagai jenis

jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya

yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan

kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan

beban kerja.

(3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan

Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-

masing.

BAB V

UNIT NON STRUKTURAL

Pasal 46

(1) Rumah Sakit dapat membentuk unit non struktural

yang mendukung pelaksanaan tugas.

(2) Unit non struktural sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur

sesuai kebutuhan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 47

(1) Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala

Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan jabatan

fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan

sinkronisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

{2) Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala

Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib

mengawasi bawahannya dan mengambil langkah

yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.
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(3) Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala

Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dalam

melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan

kepada bawahannya wajib mengadakan rapat

berkala.

(41 Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala

Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi

bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan

bawahannya dan memberikan bimbingan serta

petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(5) Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala

Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib

mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung

jawab kepada atasannya.

(6) Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala

Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib

menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara

berkala dan tepat waktu kepada atasannya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku,

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yograkarta Nomor

88 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Tugas,

Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah

Sakit Jiwa Grhasia Pada Dinas Kesehatan, (Berita Daerah

Daerah Istimewa Yograkarta Tahun 2OlB Nomor 8B),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Penataan Pegawai Rumah Sakit dilakukan paling lambat 1

(satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Gubernur ini.

Pasal 50

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa

Yograkarta.

Ditetapkan di Yograkarta

pada tanggal 29 Nov5c,rg€g 2oz3

UR

A YOGYAKARTA,

?L'
BUWONO X

Diundangkan di Yograkarta

pada tanggal 29 Novetl6€e 2D23

DAERAH

YOGYAKARTA,

NO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 66

SETD
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LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 66 rav+tr.t 2023
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT
ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA PADA
DINAS KESEHATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA

I

I

KEI-OIvIPOK JAB,,ITAN }UNGSION.,\L

*
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NB U.,9
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B ID;\NG PENGE )!{BANCA N
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SEKSI
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SEKSI
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DAN lv{UTU
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WAKII" DII{TK:TUR
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W:\KIl, DlRr:KTl iR ADMIN ISTRASI
DAN SLIN.{BER DAYA

BAGIA\ !R0CIL{iVI.
KEUANGAN, DA1"4 DAN
T'lrliNOLOGI INFORI\,LASI

BAGIAN U]I{UI\.l 'DAJ{

PENOEI,{BANCAN SL;IVIBER DAYA
BIDANG

PELAYANAN lviEDIK
DAN KEPERA\\'ATAN

BIDA}.JG PELAYANAN
PENUNJANGDAN

SARANA

$HKSI PI:I,AYANAN'
IIEI\UNJANG DAN
SARANAT,IEDIK

SI:BRA{..JIAN
pR()c[tu\N{

SEKSi
P[LAYANAN

MF.DIK
SIJBBACIA]'i TATA

T"]SAHA DAN RLiI.TAH
TANCCA

SEKSI
PELAYANAN

KIiPT:RAWA:TAN

SEKSI PELAYANAN
PENUIiJAN,0DAI1

SARANA NON
MEDIK

SUBBAiJIAN
KEU;INGAN SI-JB I}ACIAN H UK["T\.{

I)AN HI,JBt.jNG;lN
T.'ASYARAKAT

SUBBA$IAN DAT.q,
DAI{ TEK}IOLOCI

IIIFORTV-A.SI
SI.]ISBAGIAN

ADMINISTRASI DAN
PENCEt,I8.{NGAN

SI,i]\,18fiR NAYA
IV{;\NI,'SIA

YOGYAKARTA,

?1'
NOX

-------rr-I
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